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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, tak terkecuali di Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia yang pada tahun 2004 memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu (Mudrajad, 1997: 103).  Kemiskinan dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, Pertama, kemiskinan absolut dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan dan distribusi pendapatan merupakan salah satu unsur dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita masyarakat suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995: 7). Pada tahun 1970, UNRISD (United Nations Research Institute On Social Development) mengembangkan indikator sosial-ekonomi sebagai alternatif indikator pembangunan yang terdiri atas 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi. Gambaran selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Indikator Kunci Pembangunan Sosial-Ekonomi versi UNRISD

	No.


	Indikator Kunci Pembangunan Sosial-Ekonomi



	(1)
	(2)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Harapan Hidup

Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih

Konsumsi protein hewani per kapita per hari

Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah

Rasio pendidikan luar sekolah

Rata-rata jumlah orang per kamar

Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk

Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas dan air, dsb.

Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian

Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian 

Konsumsi listrik, kw per kapita

Konsumsi baja, kg per kapita

Konsumsi energi, ekuivalen kg batubara per kapita

Persentase sektor manufaktur dalam GDP

Perdagangan luar negeri per kapita

Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja


Sumber : UNRISD (1970) dalam Mudrajad Kuncoro. 1997. Ekonomi         Pembangunan, hal. 24.

Amartya Sen (1994) seorang ahli ekonomi dari Harvard, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil di NSB adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Sen menginterpretasikan pembangunan sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya. “Entitlement” adalah sejumlah komoditi yang dapat diperoleh oleh seseorang dalam masyarakat dengan menggunakan seluruh hak dan peluang yang dia miliki. “Kapabilitas” adalah mencakup apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan, misalnya bebas dari kelaparan, dari kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, dsb (Mudrajad, 1997: 28).

Kemiskinan sebagai dampak negatif dari pembangunan, dimana semua ukurannya dipertimbangkan berdasarkan norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (Consumption – Based Poverty Line) terdiri dari 2 (dua) elemen, yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Mudrajad, 1997: 103).

Apabila kita melihat kondisi di Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Kebijakan-kebijakan ekonomi dibuat dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi karena pondasi ekonomi makro kita yang rapuh seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, mengakibatkan kenaikan jumlah angka kemiskinan yang signifikan. Pada pertengahan tahun 1998, BPS dan ILO pada waktu hampir bersamaan mengumumkan melonjaknya jumlah penduduk miskin menjadi hampir 4 kali lipat yaitu naik dari 22,5 juta orang (11,3%) menjadi 79,4 juta orang (39,1%). Kemiskinan meningkat sebagai akibat turunnya laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7% pertahun selama 3 dekade (1967-1997) menjadi minus 14% pada tahun 1998. Kemiskinan dilaporkan naik dari 22,5 juta orang tahun 1996 menjadi 36,5 juta orang tahun 1998 dan setelah pertumbuhan ekonomi menjadi positif lagi tahun 1999 (0,23%), penduduk miskin dilaporkan menurun kembali dengan jumlah sangat besar menjadi 34,1 juta orang (Februari 1999) dan kemudian turun lebih besar lagi pada bulan agustus 1999 menjadi 24,2 juta orang (Mubiyarto, 2001: 127-8).

Oleh karena itu, pemerintah mulai memberikan perhatian pada peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan mengembangkan industri-industri yang padat karya dan perhatian yang lebih dalam bidang pertanian. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan penyediaan sumber-sumber produksi untuk ditujukan pada proses produksi barang-barang modal yang tidak dipakai untuk konsumsi langsung tetapi akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian perlu tersedia modal dan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya berasal dari (Zulkarnain Djamin, 1993: 25) :

1. Sumber modal dalam negeri yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Sumber modal dari luar negeri yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA).

Selain PMA dan PMDN, inflasi juga menjadi faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Selama tahun 2000, tingkat inflasi di Jawa Tengah pada setiap bulan tidak mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2000 sebesar 21,9%. Di antara penyebab pemicu inflasi tersebut adalah adanya kenaikan harga berbagai barang dan jasa menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Pada bulan ini indeks kelompok bahan makanan mengalami kenaikan 6,12%, sedangkan kelompok sandang naik 1,71%; sementara kelompok transport dan komunikasi naik 1,01%. Sedangkan kelompok lain mengalami kenaikan kurang dari 0,85% (Siti Fatimah dan Masagus R, 2003: 38).

Tabel 1.2. Perkembangan PMA, PMDN, Laju Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1999-2002.

	Tahun
	PMA

(Ribu US $)
	PMDN

(Juta Rp)
	Laju Inflasi

(%)
	Tingkat Kemiskinan (000 jiwa)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	            (5)

	1999
	159.658,44
	300.574,44
	1,51
	8.755,4

	2000
	163.599,00
	666.078,00
	8,73
	6.513,60

	2001
	66.847,00
	756.172,00
	13,98
	6.856,70

	2002
	73.435,00
	777.116,97
	5,43*)
	7.308,33


Catatan :

*)   Juni 2002

Sumber : BPS Semarang. Jawa Tengah Dalam Angka 2004, data diolah.

Apabila melihat dari tabel di atas, Penanaman Modal Asing (PMA)  tahun 2000 mengalami kenaikan dari 159.658.440 US $ (tahun 1999) menjadi    163.599.440 US $. Kenaikan tersebut berpengaruh terhadap turunnya Tingkat Kemiskinan yang semula 8.755.400 jiwa menjadi 6.513.600 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2001, PMA menurun menjadi 66.847,00 dan menyebabkan Tingkat Kemiskinan naik menjadi 6.856.700 jiwa. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kenaikan dari 300.574,44 Juta rupiah (tahun 1999) menjadi 666.078,00 Juta rupiah. Hal tersebut berdampak pada turunnya Tingkat Kemiskinan yakni dari 8.755.400 jiwa menjadi 6.513.600 jiwa pada tahun 2000. Naiknya PMDN dari tahun 2001 dan 2002 tidak menurunkan Tingkat Kemiskinan akan tetapi justru menaikkan Tingkat Kemiskinan. Laju Inflasi pada tahun 2000 mengalami kenaikan dari 1.51% (tahun 1999) menjadi 8.73%. Kenaikan tersebut justru mengurangi Tingkat Kemiskinan dari tahun 1999 ke tahun 2000. Mulai tahun 2001 dan 2002 hubungan Laju Inflasi dengan Tingkat Kemiskinan bersifat simetris. 

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

3. Apakah Laju inflasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA)  terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui pengaruh Laju Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat di uji kebenarannya terkait masalah hubungan antar variabel makro terhadap masalah kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Bagi pengambil keputusan, dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi.

3. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman terkait masalah-masalah ekonomi pembangunan khususnya dalam bidang kemiskinan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Di negara berkembang kemiskinan biasanya dihubungkan dengan masalah kemakmuran (welfare economics) yang merujuk pada konsumsi barang dan jasa (Mudrajad, 1997: 103).  

2. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang secara umum digunakan, meliputi (Arsyad, 1992: 190-2) :

a Kemiskinan absolut

Konsep kemiskinan pada dasarnya dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau yang sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b Kemiskinan relatif

Orang yang mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat  kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural ditimbulkan oleh struktur-struktur ekonomi, sosial dan kultur tertentu. Inti pokok dari struktur adalah relasi/hubungan antara subyek dan obyek dan antara subyek-subyek atau komponen-komponen yang merupakan bagian dari sistem. Karena inti permasalahannya adalah suatu relasi dalam/dari suatu sistem, maka yang penting adalah masalah Pola dari relasi itu. Suatu permasalahan struktural mencakup masalah kondisi dan posisi subyek-subyek/komponen-komponen dari struktur yang bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan/sistem dan fungsi dari subyek/komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dari sistem. Masalah kemiskinan berkaitan langsung dengan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh dan bukan hanya masalah ekonomi atau politik dan sosial budaya belaka. Sehingga penanganannya harus berlangsung secara komprehensif, yakni dengan suatu strategi yang mengandung kaitan-kaitan dari semua aspek dan perihidup manusiawi (Frans Seda, 1986: 131-3).

3. Penyebab kemiskinan

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu (Mudrajad, 1997: 107) :

a Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

b Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

c Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Logikanya adalah negara miskin itu miskin karena dia miskin. Gambaran lingkaran kemiskinan dijelaskan dalam gambar  2.1.
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Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan 

Sumber : Mudrajad Kuncoro. 1997. Ekonomi Pembangunan, hal.          107.

4. Garis Kemiskinan

Perkiraan tentang garis kemiskinan secara garis besar dapat didekati dengan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan minimum atau pendekatan kebutuhan dasar. Dalam konsep kemiskinan mutlak, garis kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sedangkan dalam konsep kemiskinan relatif, pendapatan yang sudah diatas garis kemiskinan namun jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar, maka orang atau keluarga tersebut masih dalam keadaan miskin.

5. Metode Penghitungan Kemiskinan

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan basic needs. Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan basic needs, indikator yang digunakan adalah Head Count Indeks (HCI) yaitu jumlah dan prosentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan barada sedikit di atas perkiraan awal Garis Kemiskinan. Perkiraan Garis Kemiskinan ini dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang diinflate/dideflate dengan inflasi/deflasi. Garis Kemiskina dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (BPS, 2003: 2).

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Pengertian penanaman modal atau investasi adalah penggunanaan uang bagi peningkatan kapasitas sistem produksi atau dengan kata lain peningkatan asset kapital (Dj. A. Simarnata diambil dari skripsi Muntoha Asnawi tahun 1999 dengan judul Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto Propinsi Jawa Tengah 1978-1997). Apabila dilihat berdasar sudut pandang ekonomi makro, maka penanaman modal atau investasi adalah pengeluaran yang menambah modal baru bagi masyarakat. Modal baru tersebut dapat berupa penambahan sejumlah uang yang diinvestasikan maupun penambahan pada faktor-faktor produksi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi

 Secara sistematis faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Tajul Khalwaty, 2000: 99-115).

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi suatu keputusan investasi nyata (real investment) adalah kondidi-kondisi yang bersumber atau berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, kepribadian investor, bonafiditas perusahaan, kepemilikan perusahaan, manajemen perusahaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, sumber dana investasi, sasaran produksi, sistem produksi serta sistem teknologi yang digunakan dalam perusahaan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi-kondisi yang berasal dari luar perusahaan atau proyek investasi yang berdampak secara langsung terhadap pengambilan keputusan investasi, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Ketidakpastian

Keadaan yang serba tidak pasti akan menyulitkan investor memprediksi jangka waktu (periode) pengembalian investasi beserta keuntunga yang akan diperoleh. Ketidakpastian akan memperbesar tingkat resiko, apalagi jika investasi atau proyek yang akan dilakukan tersebut jangka waktunya cukup lama.

2) Kebijakan Moneter

Keputusan-keputusan pemerintah akan mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi, baik pengaruh tersebut positif maupun negatif. Demikan pula kebijakan moneter akan berdampak langsung pada keputusan dan kelangsungan investasi.

3) Pengaruh Inflasi

Dalam keadaan inflasi, harga barang-barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Demikian juga dengan biaya modal (cost of capital) dari suatu proyek investasi akan menjadi semakin mahal yang juga diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Daya beli masyarakat semakin melemah sehingga terjadi kelesuhan hampir di segala sektor riil yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau dengan kata lain semakin menambah jumlah pengangguran. Di sektor industri penerimaan laba menurun cukup drastis, sehingga menurunkan harga saham perusahaan publik dan bahkan tidak jarang investor asing melakukan divestasi karena resiko yang dihadapi terlalu besar.

4) Return Ratio

Return Ratio digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi, baik untuk tingkat pengembalian nominal maupun tingkat pengembalian nyata. Tingkat pengembalian nominal yang tinggi belum tentu mempunyai tingkat pengembalian nyata (real return) yang tinggi pula. 

5) Cash Flow

Inflasi tidak hanya mempengaruhi tingkat pengembalian investasi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi perputaran kas (cash flow) baik penerimaan (cash inflow) maupun pengeluaran (cash outflow). Dalam melakukan studi kelayakan investasi, investor harus mempertimbangkan pula pengaruh inflasi terhadap arus kas.

3. PMDN

PMDN menurut BKPM adalah modal negeri diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak, tidak bergerak) yang dapat disisihkan untuk menjalankan suatu usaha (BKPM, 1985: 17).

Dari pengertian di atas, contoh dari kekayaan termaksud adalah tanah, bangunan, kayu di hutan, dan lain-lain. Kekayaan tersebut dapat dimiliki oleh negara maupun swasta, yang dapat dibagi menjadi :

a Dimiliki oleh pihak swasta nasional baik perorangan maupun badan hukum, termasuk koperasi

b Dimiliki oleh pihak asing baik perorangan maupun badan hukum

4. PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilakukan.

Keuntungan adanya modal asing yaitu berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan pekerjaan, meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modal, keuntungan mereka berupa deviden dari hasil usaha (Suparmoko dan Irawan, 1996: 87-88).

Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam pembangunan adalah (Mudrajad, 1997: 212) :

a Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

b Pertunbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.

c Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana.

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Berdasarkan beberapa ahli ekonomi inflasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Inflasi adalah kecenderungan  dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan) sebagian harga barang-barang lain (Boediono, 1997: 155). Sejalan dengan pemikiran Denburg, kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali kenaikan harga dari barang tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap barang-barang lainnya. Inflasi merupakan proses yang dinamis, dengan adanya inflasi ini mengesankan bahwa tingkat harga dan variabel-variabel lainnya secara sistematis dan berkesinambungan telah berada diluar keseimbangan (Denburg, 1986: 315). 

Menurut Nopirin, inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan yang berlaku terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu, kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dalam persentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi (Nopirin, 1992: 25).

Jadi inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Bersamaan dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan harga-harga tersebut.

2. Jenis Inflasi

Ada berbagai cara dalam mengolongkan inflasi, dan penggolongan yang dipilih tergantung pada tujuannya.

a Penggolongan inflasi didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi.

Penentuan parah tidaknya inflasi tergantung pada “selera” kita untuk menamakannya. Pembedaan inflasi menurut tingkat keparahannya (Boediono, 1982: 156) :

1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)

2) Inflasi sedang (diantara 10-30% setahun)

3) Infasi berat (antara 30-100% setahun)

4) Hiper inflasi (diatas 100% setahun)

Ada juga yang membedakan inflasi berdasarkan intensitasnya (Nopirin, 1997) yaitu :

1) Creeping Inflation

Creeping Inflation atau inflasi merayap adalah inflasi yang terjadi dengan laju pertumbuhan berlangsung lambat (merayap). Creeping Inflation terjadi karena kenaikan harga-harga berlangsung secara berlahan-lahan dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2) Galloping Inflation

Galloping Inflation biasa disebut dengan inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya 2 digit atau bahkan 3 digit) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga mingguan/bulanan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada yang merayap.

3) Hyper Inflation

Hyper Inflation adalah inflasi yang sangat berat yang timbul akibat adanya kenaikan harga-harga umum yang berlangsung sangat cepat. Hyper Inflation sangat berbahaya karena dapat merusak struktur perekonomian negara sebagaimana pernah dialami Indonesia pada masa orde lama dan awal orde baru.

b Berdasarkan sumber awalnya dari inflasi dapat digolongkan menjadi (Mc. Eachern, 2001: 133) :

1) Demand-pull inflation

Demand-pull inflation yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan agregat. Dalam inflasi jenis tersebut biasanya ada kecenderungan output (GDP riil) menaik secara bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva agregat supply, biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis.

2) Cosh-push inflation

Cosh-push inflation yaitu merupakan inflasi yang disebabkan karena kenaikan ongkos produksi. Kenaikan biaya produksi mendorong tingkat harga keatas, hal ini biasanya menyebabkan menurunnya penawaran agregat yang biasanya tidak saja menyebabkan kenaikan tingkat harga, tetapi juga penurunan tingkat output yang sering disebut stagflasi.

c Penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi dapat dibedakan menjadi (Boediono, 1997: 156) :

1) Domestic Inflation (Inflasi Dalam Negeri)

Domestic Inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan harga menurut inflasi ini disebabkan karena adanya kejutan dalam negeri, baik perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara psikologis berdampak inflatoar. Kenaikan harga-harga terjadi secara absolut. Akibatnya terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju) inflasi.

2) Imported Inflation (Inflasi Luar Negeri)

Imported Inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga barang di dalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga luar negeri terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat di produksi di dalam negeri.

3. Faktor-faktor penyebab inflasi

a Penawaran Uang (Jumlah Uang Beredar)

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran uang akan menyebabkan inflasi. Jika penawaran uang (jumlah uang beredar) terlalu banyak, inflasi akan meningkat. Dan sebaliknya, jika penawaran uang sedikit terjadilah deflasi. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap uang dijelaskan dalam teori kuantitas dari Irving Fisher (Nopirin, 1999):

MV = PT     .............................................................................      (2.1)

Dimana :

M (Money)
= jumlah uang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal dan uang giral (M1)

V (velocity)
= kecepatan peredaran (perputaran) uang

P (Price)

= Harga dari output

T (Trade)
= Jumlah output yang diperdagangkan

b Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar atau “kurs” juga dapat didefinisikan sebagai harga 1 unit mata uang domestik dalam satuan valuta asing. Sehingga yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah adalah harga rupiah per unit dollar AS (Salvatore, 1997: 10-13).

Nilai tukar mata uang suatu negara dapat berfluktuasi. Fluktuasinya nilai tukar mata uang suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uang yang bersangkutan. Jika negara tersebut mengimpor bahan-bahan baku atau produk dari negara lain, karena nilai mata uangnya berfluktuasi maka harga barang-barang yang menggunakan bahan baku impor mengalami kenaikan. Kenaikan ini yang menyebabkan terjadinya inflasi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dimana nilai rupiahnya berfluktuasi, banyak mengimpor bahan baku dan produk dari luar negeri sehingga harga barang dan produk tersebut di dalam negeri mengalami kenaikan , akibatnya terjadilah inflasi.

c Tingkat Suku Bunga SBI

SBI (Sertifikat Bank Indonesia) adalah salah satu instrumen yang digunnakan untuk kebijakan Open Market Operation dari Bank Sentral (BI). Kebijakan politik pasar terbuka meliputi tindakan menjual dan membeli surat berharga oleh Bank Sentral. Akibatnya, tingkat  bunga umum juga akan terpengaruh (Nopirin, 1998: 45). Kenaikan tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Selain itu, tingkat suku bunga bank umum juga mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan konsumen khususnya tidak tertarik untuk meminjam modal dari bank umum. Masyarakat umum akan lebih tertarik menyimpan uangnya di bank, hal ini akan berpengaruh pada turunnya harga barang-barang, yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya inflasi.

d Tingkat Suku Bunga LIBOR

Inflasi di Indonesia juga disebabkan oleh faktor luar negeri mengingat bahwa Indonesia adalah suatu negara kecil dengan perekonomian yang terbuka ditengah-tengah perekonomian dunia. Dengan keadaan seperti itu maka implikasinya adalah adanya gejolak perekonomian di luar negeri akan berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri. Tingkat bunga riil internasional mencerminkan opportunity cost dalam pergerakan dana-dana internasional terutama masalah pinjaman luar negeri lewat pembayaran bunganya.

4. Dampak Inflasi

Dampak inflasi sangat luas dan beraneka ragam serta menurunkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Laju tingkat pertumbuhan inflasi yang tinggi akan merusak struktur ekonomi dan melemahkan kinerja perekonomian suatu negara. Sektor-sektor ekonomi akan melemah terutama yang berkenaan dengan sektor riil. Dampak inflasi antara lain sebagai berikut (Tajul Khalwaty, 2000: 52-57) :

a. Equity Effect

Equity Effect adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi terhadap pendapatan bersifat tidak merata, ada yang mengalami kerugian terutama mereka yang yang berpenghasilan tetap dan ada pula kelompok yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi. Kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan adalah mereka yang memperoleh kenaikan atau peningkatan pendapatan dengan tingkat prosentase yang lebih besar daripada tingkat inflasi, atau mereka yang memiliki kekayaan tidak dalam bentuk uang tunai. Selain itu, inflasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah berfungsi sebagai pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain yang penghasilannya lebih rendah.

b. Efficiency Effect

Inflasi selain berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan rumah tangga perusahaan karena lemahnya daya beli masyarakat, juga berpengaruh terhadap biaya produksi. Harga-harga faktor produksi akan terus meningkat, sehingga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang selanjutnya mendorong perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi, permintaan barang-barang tertentu akan mendorong peningkatan produksi terhadap barang-barang tersebut. Kenaikan produksi yang demikian akan mengubah pola alokasi faktor produksi barang-barang tersebut menjadi lebih efisien yang disebut dengan Efficiency Effect.

c. Output Effect

Inflasi memiliki 2 (dua) kemungkinan pengaruh terhadap output. Kemungkinannya dapat bersifat positif atau sebaliknya negatif. Dampak positifnya adalah inflasi dapat mendorong peningkatan ouput selama masih dalam batas wajar (di bawah 5%). Sedang dampak negatifnya, inflasi dapat mematikan industri dan mengurangi output apabila laju inflasi sudah melampaui angka dua digit (di atas 10%).

5. Dasar Perhitungan Inflasi di Indonesia

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya memantau perkembangan harga dan inflasi dan selanjutnya menerbitkan laporan secara periodik.

Indeks harga atas barang-barang yang dijadikan sebagai indikator ekonomi ditetapkan sebanyak 11 macam, terdiri dari (Tajul Khalwaty, 2000: 47) :

a. Indeks harga 9 bahan pokok di Jakarta dan 20 kota lainnya di Indonesia dengan tahun dasar 1966 (1966 = 100). Kemudian diperluas menjadi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup sebanyak 150 macam barang.

b. Indeks Harga Hidup (IBH) di Jakarta dan 23 kota lainnya di Indonesia dengan menggunakan tahun dasar 1966.

c. Indeks Harga 12 macam bahan makanan wilayah pedesaan di Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan tahun dasar 1966 serta dilengkapi dengan indeks-indeks untuk masing-masing bahan makanan.

d. Indeks Harga 3 bahan tekstil dari 5 wilayah pasar pedesaan di Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan tahun dasar 1966.

e. Indeks Harga Perdagangan besar atas 7 macam bahan ekspor di Jakarta.

f. Indeks Harga Perdagangan besar hasil pertanian di Jakarta dengan tahun dasar 1967 dan 8 indeks harga barang pertanian individu serta Indeks Harga Umum.

g. Indeks Kurs Devisa Kredit (IKDK) dan Indeks Kurs Devisa Umum (IKDU) dengan tahun dasar 1966.

h. Indeks Harga Produksi Pertambangan (IHPP) dan 8 Indeks Harga Barang Pertambangan tanpa Indeks Harga Umum.

i. Indeks Harga Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan tahun 1960, termasuk angka-angka indeks 23 macam komponen GNP.

j. Indeks Harga berantai GNP dengan 23 macam komponennya.

k. Indeks Harga Berantai Pendapatan Nasional dengan disertai 12 macam komponennya.

Terhitung mulai tahun 1997 BPS melakukan perhitungan inflasi pada 44 kota yang sebelumnya hanya dilakukan pada 27 kota yang merupakan ibu kota propinsi. BPS mulai melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) di 44 kota tersebut tahun 1996 guna mengetahui komposisi barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan hidup rumah tangga.

Mengingat tahun 1997 merupakan masa transisi, maka sistem lama dan sistem baru untuk sementara masih dilaksanakan secara tumpang tindih sampai dengan perhitungan baru dapat sepenuhnya menggantikan sistem perhitungan yang lama. Dengan adanya perubahan tersebut, maka tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah tahun 1996. Artinya, apabila tahun 1997 IHK menjadi 110%, berarti hasil survei biaya hidup tahun 1996, yang dihitung adalah produk-produk sampai dengan akhir tahun 1996. Sedang produk-produk tahun 1997 dan seterusnya tidak tercermin di dalam hasil hitungan tahun 1996.

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation” mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan ekonomi. 

Menurut David Ricardo, peraanan teknologi dan akumulasi modal mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya “the law of diminishing return” , meskipun di antara keduanya memiliki peranan yang berbeda. Akumulasi kapital mampu  menghambat peranan produktivitas, yaitu melalui kemajuan teknologi. Dan kemajuan teknologi inilah tidak dapat menghalangi terjadinya “stationary state”. Sehingga jelaslah bahwa pertumbuhan ekonomi akan merupakan proses tarik menarik antar dua kekuatan yaitu “the law of diminishing return” dan kemajuan ekonomi.

Sedangkan Robert Malthus menitik beratkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Sebagaimana yang ditulis Malthus, ”pertambahan penduduk tidak dapat terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan akan meningkatkan “effective demand”. Peningkatan permintaan efektif tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor penentu pembangunan ekonomi adalah tergantung pada tenaga kerja, modal dan organisasi.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Ahli ekonomi Neo-Klasik yang terkenal, yaitu Yoseph Schumpter, dalam bukunya “The Theory of Economics Development” menekankan tentang peeranan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya pembangunan ekonomi bukan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinous). Pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan inddustri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah enterpreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional.

Pendapat neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

a. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor terpenting dalam pembangunan.

b. Perkembangan merupakan proses gardual.

c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.

d. Adanya pemikiran yang optimis terhadap perkembangan.

e. Aspek internasioanal merupakan faktor bagi perkembangan.    

3.   Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

a. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Pembangunan ekonomi menurutnya bukan saja menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga menyangkut proses yang menyebabkan ; (1) Perubahan reorientasi organisasi ekonomi, (2) Perubahan masyarakat, (3) Perubahan cara penanaman modal, dari penanaman modal yang tidak produktif kepada yang lebih produktif, (4) Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seorang dari family system menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan, (5) Perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam, selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial dan struktur kegiatan ekonominya.       

b. Teori Pertumbuhan Modern menurut Kuznet

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi sebagai “kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, insstitusional dan ideologis yang diperlukannya”.

Dari defnisi tersebut memiliki tiga (3) komponen penting, yaitu :

1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang.Peningkaatan output yang terus menerus dan terpelihara merupakan manivestasi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah tanda kematangan ekonomi.

2) Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk.

3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Pembaharuan teknologi haruslah dibarengi dengan pembaharuan sosial.

c. Teori Pertumbuhan Mantap Harrod-Domar

Harrod Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod Domar ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal (K) dan jumlah produksi nasional (Y).    

E. Keterkaitan antara Kemiskinan, PMA, PMDN dan Inflasi.

1. PMA dan PMDN terhadap Kemiskinan

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swsta dalam negeri, tapi juga investor asing (Dumairy, 1997: 132). 

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang juga tidak lepas dari permasalahan kurangnya modal (tabungan dan investasi), oleh karena itu investasi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan. Harus diakui bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dapat di biayai oleh pemerintah, sehingga keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan. Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karenanya pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, yaitu dengan menggenjot penanaman modal, baik Penenaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Deregulasi investasi asing melalui PP 20/1994, pada umumnya banyak dipuji, karena dianggap akomodatif terhadap kepentingan perekonomian nasional, di tengah persaingan global untuk memberi daya tarik pda investor asing. Namun di lain pihak, muncul pula kekhawatiran oleh pihak-pihak tertentu, mengenai terganggunya otoritas ekonomi kita jika kemudian investasi asing mengalir dalam jumlah besar. Deregulasi sektor riil tersebut dalam pandangan ekonomi dianggap baik, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun bagi para sudut pandang yang lain (non ekonomi) kadang-kadang diinterpretasikan yang berbeda misalnya dianggap “kurang nasionalistis” (A. Tony P, 1995: 245). Pengamat ekonomi dari Australia Hal Hill (1988) berpendapat, bahwa aspek transformasi teknologi merupakan kontributor utama keberadaan PMA di Indonesia. PMA datang ke Indonesia dengan membawa segala kelebihannya berupa modal, teknologi, dan manajemen termasuk di dalamnya akses menerobos pasar internasional (A. Tony P, 1995: 345).

Apabila ditarik benang merah antara masalah AFTA dengan kesediaan pemerintah Indonesia (BKPM) menerima PMA murni 100 persen, maka akan diperoleh kesimpulan yang cukup konstruktif. Kehadiran PMA 100 persen, sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pengamat ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan faktor kemungkinan larinya keuntungan ke luar negeri, dan soal “nasionalisme yang agak terusik”. Namun jika dikaji lebih jauh, apalagi dikaitkan dengan rencana bergulirnya AFTA yang tidak bisa ditawar lagi, maka PMA 100 persen adalah sebuah modus yang juga susah ditawar. Lebih-lebih pada era AFTA, posisi dan peran investasi asing akan lebih besar. Secara tradisional, investasi asing berfungsi untuk menutup kelangkaan atau ketidaktersediaan dana domestik untuk diinvestasikan, menciptakan lapangan kerja, menambah devisa, serta mengalirkan teknologi terbaru. Diizinkannya PMA 100 persen sahamnya, diperkirakan akan direspon secara positif oleh investor asing, dengan tingkat elastisitas yang cukup tinggi. Dalam konteks AFTA, faktor PMA menjadi penting, karena ia bisa berkonotasikan pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dan keleluasaan akses pasar internasional. Konsekuensinya adalah hanya industri-industri yang efisien dan mampu bersaing yang akan menanamkan investasinya. Masuknya PMA dalam jumlah besar diharapkan bisa memberi tambahan nafas (second breath) bagi perekonomian makro (menciptakn lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi), serta memperbaiki kinerja neraca pembayaran. Dengan masuknya PMA dalam jumlah besar diharapkan lalu lintas modal akan mengalami surplus besar, yang dapat digunakan untuk mengkompensasikan defisit transaksi berjalan. Apabila kita tarik benang merah lebih panjang lagi, sebenarnya tidak hanya PMA yang membutuhkan pengawasan, namun juga PMDN. Kontroversi tentang proteksi industri bayi yang masih terus relevan, adalah gambaran konkret mengenai urgensi ini (A. Tony P, 1995: 432). 

Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Pendapat tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Kalau ada modal dan modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi (Arief Budiman, 1995: 19).

Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang-barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu, menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran (karena terciptanya lapangan kerja yang baru) dan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dimana diharapkan akan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 

Dalam menelaah sebab-sebab kemiskinan menurut Lewis, disebabkan oleh dan selama proses dari perubahan sosial secara fundamental, seperti transisi dari feodalisme ke kapitalisme (dapat diwakili oleh Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri sebagai bentuk kapitalisme modern), perubahan teknologi yang cepat, kolonialisme dan sebagainya (Frans Seda, 1986: 131).

2. Laju Inflasi terhadap Kemiskinan.

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Bersamaan dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan harga-harga tersebut.

Perekonomian nasional kita memang sangat memerlukan inflasi yang rendah atau stabilitas harga. Secara makro, stabilitas harga memberikan semacam garansi dan sekaligus merupakan representatif bagi stabilitas ekonomi, terutama dalam memberi iklim yang kondusif terhadap investasi. Seeangkan dari sudut makro, inflasi rendah juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi keputusan portofolio dan pemegang uang tunai (cash). Inflasi yang tinggi praktis menggerogoti nilai mata uang, sehingga orang akan cenderung lebih sedikit memegang uang. Di negara-negara maju, kecenderungan ini bisa ditandai dengan, misalnya, semakin seringnya frekuensi orang menarik uangnya (withdrawal) dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dalam ekonomi makro, fenomena pengorbanan yang disebabkan oleh terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengubah pola memegang uang tunai disebut shoe leather costs. Pada kasus membubungya inflasi di Indonesia, barangkali memang belum sampai menyebabkan eksisnya shoe leather costs. Namun demikian inflasi kita berpotensi tinggi untuk mengganggu kredibilitas mata uang rupiah. Dampaknya akan dirasakan selain terhadap sektor riil (investasi), juga tekanan berat terhadap neraca pembayaran.

Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan rumah tangga perusahaan karena lemahnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi (di atas 10%) dalam jangka panjang akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dan kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah, antara kelompok kaya dan kelompok miskin dan antara kelompok konglomerat dan kelompok pengusaha kelas menengah ke bawah yang semakin lama akan merusak tatanan (struktur) perekonomian dan melumpuhkan semua sektor ekonomi potensial untuk ekspor (Tajul Khalwaty, 2000: 54). 

Inflasi yang sangat lambat dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan harga tersebut tidak sepenuhnya diikuti kenaikan curah kerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa mendatang dan hal ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi yang terjadi sangat tinggi maka akan menyebabkan perekonomian tidak berkembang seperti yang diinginkan. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu harga-harga harus distabilkan.  

Inflasi menyebabkan penurunan tingkat pendapatan riil yang diterima oleh masyarakat. Inflasi dapat dirasakan dampaknya terhadap golongan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang relatif tetap. Dengan tingkat pendapatan yang relatif tetap, golongan masyarakat tersebut dihadapkan pada naiknya berbagai harga secara bersama-sama dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Proporsi pendapatan yang akan dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari secara alamiah akan berubah. Dengan menurunnya nilai uang terhadap barang-barang berdampak pada tidak terpenuhinya sebagian  kebutuhan. Pendapatan riil masyarakat yang turun mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan hidup di bawah garis kemiskinan.     

F. Penelitian Terdahulu


Banyak studi empiris mengenai kemiskinan membuktikan adanya realisasi antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Misalnya studi dari Deininger dan Squire (1997) dengan memakai cross-section data tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis antara pertumbuhan dan perubahan dalam distribusi pendapatan, tetapi menemukan korelasi positif yang kuat antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Studi dari Ravallion dan Chen (1997) dengan menggunakan data dari survei-survei pendapatan dan pengeluaran konsumsi keluarga di 67 LDCs dan ekonomi-ekonomi transisi untuk periode 1981-1994  juga menunjukkan hasil yang sama: kemiskinan berkurang dengan peningkatan pendapatan rata-rata (standar of living) dan bertambah dengan konstraksi (Tambunan, 2000: 121). 

Hasil studi empiris dari Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama (cross-section analysis) menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya semakin tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan (Tambunan, 2000: 121).

Hasil studi dari Hendra Esmara (1977) yang mengemukakan beberapa konsep “garis kemiskinan” yang berbeda yang didasarkan pada konsumsi beras, pengeluaran untuk 9 bahan pokok, dan pengeluaran untuk kalori dan protein. Dalam setiap peristiwa pengeluaran kurang dari rata-rata untuk Jawa dianggap termasuk dibawah “garis kemiskinan”. Dengan menggunakan tolok ukur “kalori”, diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 60 persen dari keseluruhan penduduk di Jawa hidup di bawah garis kemiskinan dan juga sekitar 34 persen penduduk di luar Jawa (Anne Booth dan Peter McCawley, 1982: 274).

Studi yang lain tentang kemiskinan dilakukan oleh van Ginneken (1976). Dia menyimpulkan bahwa keluarga perkotaan mengkonsumsi kalori dan protein yang lebih sedikit daripada keluarga pedesaan, dengan kelompok pengeluaran yang sama besarnya, dan bahwa lebih dari empat perlima penduduk perkotaan dan tiga perlima penduduk pedesaan hidup dalam kemiskinan dalam arti perolehan kalori dan protein (Anne Booth dan Peter McCawley, 1982: 273-4).

Studi yang dilakukan oleh Gustaf F. Papanek (1980) menghasilkan suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut (Gustaf F. Papanek, 1987: 77-80):

1. Mencoloknya kemunduran sementara yang di alami kaum miskin.

2. Konsumsi mencolok orang-orang kaya.

3. Pandangan negatif mayoritas kaum miskin terhadap pemerintah.

4. Kekesalan elit yang tersingkir. 

G.  Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di bawah ini dapat dilihat bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Laju Inflasi merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya secara tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Digunakan variabel penghubung (antara) yaitu Pertumbuhan Ekonomi untuk mengetahui secara tidak langsung pengaruh PMA, PMDN dan Laju Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah.   







Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis

Berdasar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA) diduga berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diduga berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Laju Inflasi diduga berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai Pengaruh tidak langsung Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Laju Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS dan instansi terkait lainnya, lebih rincinya dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Data PMA dan PMDN diambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah.

2. Data Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di ambil dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

3. Data Pertumbuhan Ekonomi di ambil dari Badan Pusat Statistik Propinsssi Jawa Tengah.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dengan menggunakan Studi Pustaka yaitu mengambil data sekunder dari Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) propinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

C. Sumber Data

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, data yang digunakan dikategorikan sebagai data sekunder yang merupakan data time series yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan yang diperlukan. Adapun data yang akan digunakan meliputi :

1. Data PMA dan PMDN diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah.

2. Data Laju Inflasi dan Tingkat Kemiskinan diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka (BPS Jawa Tengah).

3. Data Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

D. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang bersifat menentukan dan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau tergantung pada variabel independen. Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain :

1. Variabel dependen atau variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah yang di ukur dalam satuan Juta orang.

2. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, terdiri dari :

a. Penanaman Modal Asing (PMA) : adalah besarnya Investasi Asing yang masuk ke Jawa Tengah baik dalam bentuk investasi langsung yang besarnya di ukur dalam Juta US Dollar.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Keseluruhan dari nilai Investasi Swasta maupun Pemerintah yang bersumber dari modal dalam negeri yang dinyatakan dalam milyar Rupiah.

c. Laju Inflasi : adalah besaran angka yang menunjukan prosentase tingkat inflasi di Jawa Tengah yang di ukur dalam satuan Prosentase.

d. Pertumbuhan Ekonomi : adalah besaran angka yang menunjukkan prosentase tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang di ukur dalam satuan Prosentase.

E. Metode Analisis Data

1. Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel PMA, PMDN dan Laju Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi digunakan alat analisis dengan Regresi Berganda dengan persamaan sebagai berikut :

Y
= β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3         .....................................         (3.1)

Dimana :

Y
= Pertumbuhan Ekonomi

X1 
= Penanaman Modal Asing (PMA)

X2 
= Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X3
= Laju Inflasi

2. PAM Semi Ln

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui parameter jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek merupakan suatu periode dimana faktor independen Pertumbuhan Ekonomi belum menyesuaikan secara penuh terhadap perubahan Tingkat Kemiskinan (KMSKN). Sedangkan jangka panjang adalah suatu periode yang memungkinkan mengadakan penyesuaian penuh terhadap untuk setiap perubahan yang timbul. Sehingga dalam penelitian ini digunakan model PAM (Partial Adjusment Model).

Model penyesuaian parsial yang dikembangkan Nerlove (1958) dipilih karena mempunyai keunggulan yaitu : (1) koefisien penyesuaian parsial variabel tak bebas Yt-1 mempunyai arti ekonomi yang jelas, dan (2) dengan menggunakan nilai koefisien parsial, elastisitas perkembangan tingkat kemiskinan jangka panjang dapat dihitung.

Dasar penurunan model penyesuaian parsial (Partial Adjusment Model) adalah:

KMSKNt* =  (0 + (1 PERTMBH + Ut        ....................................       (3.2)

Karena tingkat kemiskinan yang diinginkan tidak dapat diamati secara langsung maka Nerlove mendalilkan hipotesis penyesuaian parsial, sehingga persamaan (3.2) diatas berubah menjadi persamaan (3.3) sebagai berikut :

KMSKNt - KMSKNt-1 = δ (KMSKNt* - KMSKNt-1)      ...................   (3.3)

KMSKNt - KMSKNt-1 = δ KMSKNt* - δ KMSKNt-1        ...................   (3.4)

KMSKNt = δ KMSKNt* - δ KMSKNt-1 + KMSKNt-1    ...................     (3.5)     

KMSKNt = δ KMSKNt*  + KMSKNt-1 - δ KMSKNt-1    ...................   (3.6)

KMSKNt = δ KMSKNt*  + (1- δ)  KMSKNt-1    ..............................     (3.7)

Dimana : 

KMSKNt - KMSKNt-1 : Perubahan Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya                                 pada saat t.

KMSKNt* - KMSKNt-1 : Perubahan Tingkat Kemiskinan yang diinginkan pada saat t.

KMSKNt
: Tingkat Kemiskinan y6ang sebenarnya pada saat t.

KMSKNt*
: Tingkat Kemiskinan yang diinginkan pada saat t.

δ
       

:  Nilai koefisien penyesuaian, nilainya 0<δ< 1.

a.  Jika δ = 1 maka nilai Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya sama dengan nilai Tingkat Kemiskinan yang diinginkan, dimana Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya menyesuaikan dengan yang diinginkan secara instan (seketika) dalam periode yang sama.

b. Jika δ = 0 maka tidak ada perubahan apapun, karena nilai Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya pada saat t sama dengan yang diamati pada periode sebelumnya.

Persamaan (3.7) menjelaskan bahwa perubahan Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya dalam periode waktu tertentu t adalah suatu fraksi δ dari perubahan Tingkat Kemiskinan yang diinginkan untuk periode itu atau Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya pada periode t adalah rata-rata tertimbang dari Tingkat Kemiskinan yang diinginkan pada periode t ditambah dengan Tingkat Kemiskinan yang sebenarnya pada periode sebelum t dengan δ sebagai bobotnya, dimana nilai δ sebesar (1-δ). Dengan mensubsitusikan persamaan (3.2) ke dalam persamaan (3.7) diperoleh persamaan (3.8) dan (3.9) sebagai berikut :

KMSKNt = δ ((0 + (1 PRTMBHt + Ut ) + (1-δ) KMSKNt-1          ..............................................................           (3.8)

KMSKNt = δ(0 + δ(1 PRTMBHt + (1-δ) KMSKNt-1 + δ Ut                    ..............................................................           (3.9)
Persamaan regresi (3.9) inilah yang dikenal dengan model PAM, linear. Untuk lebih sederhana persamaan PAM linear jangka pendek dapat di susun sebagai berikut :

KMSKNt = c0 + c1 PRTMBHt + c2 KMSKNt-1 + δ Ut                     ............................................................................       (3.10)

Persamaan regresi untuk jangka panjang di peroleh dengan membagi konstanta dan masing-masing koefisien regresi pada persamaan jangka pendek dengan koefisien penyesuaian, dan mengeluarkan variabel KMSKNt-1 dari persamaan sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

KMSKNt = (0 + (1 PRTMBHt        ................................................     (3.11)

Jika ditransformasi ke dalam model logaritma natural (Ln) maka persamaan regresi jangka pendek dan jangka panjangnya adalah sebagai berikut :           
LnKMSKNt = c0 + c1 LnPRTMBHt + c2 LnKMSKNt-1 + δ Ut      ...............................................          (3.12) dan,
LnKMSKNt   =    (0 + (1 LnPRTMBHt          ...............................      (3.13)          
Dimana :

KMSKNt
: Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah pada periode t.

PRTMBHt
: Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah pada periode t.
(0 


: konstanta jangka panjang.

(1
 

: koefisien regresi jangka panjang.

c0 

: Konstanta

c1 – c2   
: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel.

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam hal ini Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen.

Dari kedua persamaan tersebut di atas maka dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik.

a. Uji Statistik

1) Uji t

Yaitu uji secara individual dari semua koefisien

a) Hipotesis : Ho :  (1 ,(2 ,(3   = 0 


         Ha :  (1 ,(2 ,(3   ( 0   
b) t tabel, dengan t (/2 ; N-k

Dimana : 

(   : derajat signifikansi (0.05)

N   : Jumlah sampel (observasi)

K   : banyaknya parameter atau koefisien regresi plus      konstanta

c) Kriteria Pengujian

Ho ditolak apabila t hitung < -t tabel dan t hitung > + t tabel

Ho diterima apabila t hitung > -t tabel dan t hitung < + t tabel


                                    Ho ditolak                       Ho diterima

  Ho ditolak


-t tabel


     + t tabel

         Gambar 3.1. Uji t

d) Formula t hitung adalah (Gujarati, 1999: 78) :
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Dimana :

bi

= Koefisien regresi

Se(bi)
= Standar eror koefisien regresi

e) Kesimpulan

(1) Jika t hitung > -t tabel dan t hitung < + t tabel, maka Ho diterima. Sehingga (1 tidak berbeda dengan nol ( (1 tidak signifikan pada tingkat  ( ). Hal ini dapat dikatakan bahwa X1  secara statistik tidak penting ( tidak berpengaruh terhadap Y pada tingkat ( ).

(2) Jika t hitung < -t tabel dan t hitung > + t tabel, maka Ho ditolak. Sehingga (1  berbeda dengan nol ((1 signifikan pada tingkat  (). Hal ini dapat dikatakan bahwa X1  secara statistik  penting (berpengaruh terhadap Y pada tingkat ().

2) Uji F

Uji F atau analisis varian digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi.

a) Hipotesis : Ho : (1 = (2 = (3  = 0



            Ha : (1 ( (2 ( (3  ( 0

b) F tabel, F( ; N-k ; K-1

Pada taraf sigifikansi : ( = 0.05

c) Kriteria pengujian

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel

Ho diterima apabila F hitung < F tabel






Ho diterima
        Ho ditolak

                         

                            F tabel
Gambar 3.2. Uji F

d) Formula F hitung adalah (Sritua Arief, 1993: 10) :
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Dimana :

R2
= Koefisien determinasi

K
= Jumlah seluruh variabel

N
= Jumlah observasi

e) Kesimpulan

(1)    Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, sehingga (1 dan    (2 tidak berbeda dengan nol. Dapat dikatakan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada tingkat (.

(2)    Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, sehingga (1 dan    (2 berbeda dengan nol. Dapat dikatakan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat (.

3) Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen yang bisa dijelaskan variabel independen. R2 yang digunakan adalah R2 yang telah memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi atau disebut R2 yang telah disesuaikan (adjusted R2). R2 diperoleh dengan rumus (Gujarati, 1999: 102) :
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Dimana :

N
= Banyaknya Observasi

K
= Banyaknya variabel
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R


= Adjusted R-squared
R2
= R-squared

b. Uji Asumsi Klasik

Model klasik digunakan untuk penaksiran dari pengujian hipotesis, maupun masalah peramalan. Namun dalam hal ini, akan di analisis mengenai adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap asumsi klasik. Penyimpangan tersebut antara lain (Modul Laboratorium Ekonometrika, 2003: 20-22) :

1) Multikoliniearitas

Multikolinearitas merupakan adanya hubungan antar beberapa atau semua variabel bebas yang terdapat dalam model regresi atau dengan kata lain, satu atau lebih variabel bebas merupakan fungsi linear dari variabel lain.

Cara yang digunakan untuk menguji adanya multikoliniearitas adalah dengan menggunakan metode Klein. Metode ini membandingkan nilai r2 dengan nilai R2 . Jika nilai r2 < R2 berarti terjadi masalah multikolinearitas.

2) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai variabel yang tidak sama, sehingga penaksir OLS tidak efisien.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park. Metode ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama dilakukan regresi tanpa memperhitungkan adanya masalah heteroskedastisitas. Dari hasil regresi tersebut maka diperoleh nilai residualnya. Kemudian nilai residual tadi dikuadratkan dan diregresikan dengan variabel-variabel Independen sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

ei2 = (0 + (1 X1+  (2 X2     .................................................     (3.16 )

Dari hasil regresi tahap dua tadi kemudian dilakukan uji t. Jika nilai probabilitas semua variabel independen signifikan, maka terjadi heteroskedastisitas.

3) Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data time series) atau tersusun dalam rangkaian ruang (Gujarati, 1995). Apabila dalam persamaan regresi terdapat autokorelasi maka penaksir OLS masih tetap tidak bias dan masih konsisten, namun tidak efisien. Untuk menguji terjadinya autokorelasi dalam hal ini berbeda dengan regresi biasa, alat analisis model dinamis seperti PAM dan ECM uji Durbin-Watson tidak dapat digunakan untuk mrnguji atau mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, karena DW statistik secara asimtotik akan bias mendekati 2 (Sritua Arief, 1993: 15). Model PAM merupakan bentuk autoregresive model sehingga untuk menguji terjadinya autokorelasi menggunakan rumus DW sebagai berikut : 

h = (1-1/2 d) 
[image: image5.wmf])]
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Dimana:

d
: Durbin Watson statistik

N
: Jumlah sampel

Var (α)
: Variabel dari koefisien regresi KMSKNt-1
BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Keadaan Wilayah

a. Keadaan Geografis

Menurut sejarah Propinsi Jawa Tengah berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1950. Jawa Tengah salah satu propinsi di Jawa, terletak di antara propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya pada posisi antara 50 40’ dan 8o 30’ LS dan antara 108o 30’ dan 111o 30’ BT. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan adalah 226 km.

Batas-batas Jawa Tengah adalah :

1) Sebelah Utara
: Laut Jawa

2) Sebelah Selatan
: DIY dan Samudera Indonesia

3) Sebelah Barat
: Propinsi Jawa Barat

4) Sebelah Timur
: Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 Daerah Pemerintahan, yaitu 29 Pemerintahan Kabupaten dan 6 Pemerintahan Kota.

b. Keadaan Alam

1) Kondisi Alam 

Propinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Daerah pegunungan dan dataran yang sejajar dengan panjang Pulau Jawa, daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah serta daerah pantai yaitu pantai utara dan selatan.

Di tinjau dari segi topografinya, Jawa Tengah mempunyai relief yang beragam meliputi daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Di ukur dari permukaan laut, Jawa Tengah dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian, yaitu :

a) 0 – 99 meter meliputi wilayah seluas 53,3 %.

b) 100 – 449 meter meliputi wilayah seluas 27,4 %.

c) 500 – 999 meter meliputi wilayah seluas 14,7 %.

d) 1000 meter meliputi wilayah seluas 4,6 %.

Berdasarkan kemiringgannya, Jawa Tengah dibedakan menjadi empat golongan derajat kemiringan, yaitu :

a) 0o – 2o  meliputi wilayah seluas 41,3 %.

b) 3o – 15o  meliputi wilayah seluas 27,7 %.

c) 16o – 39o  meliputi wilayah seluas 21,12 %.

d) 40o - keatas meliputi wilayah seluas 4,8 %.

Luas lahan yang terdapat di Jawa Tengah 64 persen dapat dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan 21,1 persen luas lahan hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan khusus.

2) Iklim dan suhu udara

Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata Jawa Tengah berkisar antara 18o C sampai 28o C. Pada daerah-daerah yang berada dekat dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dibanding dengan daerah lainnya, sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 74 persen sampai 95 persen.

Besarnya curah hujan dalam satu tahun adalah 2000 mm, sehingga Jawa Tengah termasuk daerah yang beriklim basah. Jumlah curah hujan rata-rata bulanan di bagian dataran rendah utara minimum 3 mm dan maksimum 663 mm, sedangkan di bagian dataran rendah selatan minimum 8 mm dan maksimum 207 mm.

3) Hutan

Menurut Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, luas hutan di Jawa Tengah adalah 646.831,93 ha atau kurang lebih 28,80 persen dari luas wilayah Jawa Tengah, dimana 41.739,12 ha berfungsi sebagai hutan lindung, 604.225,69 ha sebagai hutan produksi dan 867,12 ha sebagai suaka alam dan wisata.

4) Gunung

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif cukup banyak dan empat di antaranya masih aktif. Gunung-gunung yang masih aktif tersebut adalah :

a) Gunung Merapi, terletak di perbatasan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan DIY.

b) Gunung Slamet, terletak di perbatasan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes dan Tegal.

c) Gunung Sindoro, terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Pekalongan.

d) Pegunungan Dieng, terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Pekalongan.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Propinsi Jawa Tengah adalah 32.547 km2 atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas Indonesia. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap, yaitu sebesar 2.138,52 km2 , sedangkan yang terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 18,12 km2.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk mempunyai fungsi ganda dalam perekonomian, yaitu pada sisi permintaan dan juga pada sisi penawaran. Pada sisi penawaran penduduk adalah sebagai produsen, sedang pada sisi permintaan penduduk sebagai pembeli/konsumen.

Dalam Pembangunan, penduduk dipandang selain sebagai faktor pendukung pembangunan juga dipandang sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan. Permasalahan penduduk baik sebagai pemacu pembangunan maupun sebagai penghambat pembangunan, bukan terletak pada besar/kecil jumlah penduduk, akan tetapi tergantung dari kapasitas penduduk itu sendiri, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1996 – 2001

	Tahun


	Jenis Kelamin
	Total



	
	Laki-laki


	Perempuan


	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1996

1997

1998

1999

2000

2001
	14.546.511

14.770.848

15.036.344

15.245.718

15.253.438

15.445.400
	15.152.333

15.136.630

15.349.101

15.512.503

15.522.408

15.618.418
	29.698.845

29.907.476

30.385.445

30.761.221

30.775.846

31.063.818


Sumber : BPS. Jawa Tengah dalam angka tahun 2002.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui Propinsi Jawa Tengah memiliki penduduk dalam jumlah besar. Jumlah penduduk Jawa Tengah ini setara dengan 25 persen penduduk Pulau Jawa atau 15 persen jumlah penduduk Indonesia. Besarnya penduduk Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik berdasarkan jenis kelamin maupun secara total. Pada tahun 1996 berjumlah 29.698.845 jiwa pada tahun 2001 sudah mencapai 31.063.818 jiwa. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk tersebut dari tahun ke tahun terus bertambah, terlihat dari hasil sensus, yaitu pada tahun 1997 kepadatan penduduk hanya 919 jiwa per Km2 sedang pada tahun 2001 kepadatan penduduk mencapai 955 jiwa per Km2. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk propinsi Jawa Tengah.  

Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 1997 – 2001

	Tahun


	Penduduk


	Luas wilayah (Km2)


	Kepadatan Penduduk

(Per Km2)



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1997

1998

1999

2000

2001
	29.907.476

30.385.445

30.761.221

30.775.846

31.063.818
	32.544

32.544

32.544

32.544

32.544
	919

934

945

946

955


Sumber : BPS. Jawa Tengah dalam angka tahun 2002.

Disamping memiliki masalah tentang besarnya jumlah penduduk, Jawa Tengah  juga  menghadapi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Ketidakmerataan jumlah penduduk antar wilayah antara lain disebabkan oleh urbanisasi, yang banyak dipengaruhi oleh terpusatnya kegiatan perekonomian pada kota-kota besar. Urbanisasi dalam jumlah besar akan menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi baik menyangkut penyediaan lapangan pekerjaan, pemukiman, masalah-masalah kriminalitas maupun masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2001

	No.


	Kabupaten/Kota


	Luas Wilayah (Km2)


	Penduduk


	Kepadatan (Per Km2)



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
	Cilacap

Banyumas

Purbalingga

Banjarnegara

Kebumen

Purworejo

Wonosobo

Magelang

Boyolali

Klaten

Sukoharjo

Wonogiri

Karanganyar

Sragen 

Grobogan

Blora

Rembang

Pati

Kudus

Jepara

Demak

Semarang

Temanggung

Kendal

Batang

Pekalongan

Pemalang

Tegal

Brebes

Magelang

Surakarta

Salatiga

Semarang

Pekalongan

Tegal
	2.139

1.329

778

1.070

1.283

1.035

985

1.086

1.015

656

467

1.822

772

946

1.976

1.794

1.014

1.491

425

1.004

897

947

870

1.002

789

836

1.012

880

1658

18

44

53

374

45

34
	1.613.964

1.460.324

788.675

838.962

1.166.604

704.063

739.648

1.102.359

897.207

1.109.486

780.949

968.178

761.988

845.320

1.271.500

813.675

559.523

1.154.506

709.905

980.443

984.741

834.314

665.470

851.504

665.426

807.051

1.271.404

1.391.184

1.711.364

116.800

489.900

155.244

1.353.047

236.190

236.900
	755

1.100

1.014

784

909

680

751

1.015

884

1.692

1.673

531

987

893

644

453

552

774

1.640

976

1.097

881

765

850

843

965

1.256

1.581

1.032

6.446

11.274

2.931

3.621

5.854

6.869


Sumber : BPS. Jawa Tengah dalam angka tahun 2002.

Berdasarkan tabel 4.3. tersebut, terlihat Propinsi Jawa Tengah selain memiliki masalah kependudukan yang berupa besarnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi juga mempunyai masalah penyebaran penduduk yang tidak merata.

Daerah dengan jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk pada tahun 2001 mencapai 1.613.964 jiwa dengan luas wilayah 2.139 Km2, ini daerah terluas di propinsi Jawa Tengah, sedang penduduk paling sedikit berada pada kota Magelang yaitu berjumlah 116.800 jiwa dengan luas daerah 18 Km2, dan ini daerah dengan luas terkecil. Kepadatan penduduk terbesar terdapat pada Kota Surakarta yaitu sebesar 11.127 jiwa per Km2 dengan jumlah penduduk 489.900 jiwa, sedang wilayah dengan angka kepadatan terkecil ada pada Kabupaten Blora yaitu 453 per Km2 dengan jumlah penduduk 813.675 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan standar 1998, pada tahun 1996 garis kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 32.424 rupiah per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin pada tahun yang sama mencapai 6,4 juta jiwa atau sekitar 21,61 persen dari seluruh penduduk Jawa Tengah.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 8,8 juta jiwa atau sekitar 28,46 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Garis kemiskinan pada tahun tersebut mencapai 76.579 rupiah per kapita. Jumlah penduduk miskin tahun 2002 menurun menjadi 7,3 juta jiwa (23,06%) dengan batas kemiskinan sebesar 106.438 rupiah per kapita.

Pada tahun 2002, jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Tengah mencapai 3,21 juta jiwa atau 39,28% dari total keluarga. Sementara itu, untuk jumlah keluarga sejahtera I, II, III serta III plus masing-masing tercatat 1,61 juta, 1,67 juta, 1,39 juta, 291 ribu keluarga atau dalam prosentase berturut-turut sebesar 19,72%, 20,38%, 17,06% dan 3,56%. Gambaran selengkapnya dapat di lihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.  Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Jawa    Tengah.

	Tahun


	Kota
	Desa
	Total

	
	Jml. Penduduk Miskin

(000)


	Jml. Penduduk Miskin

(000)
	Jml. Penduduk Miskin

(000)


	(%)



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1996

1998

1999

2000

2001

2002
	1.973,4

3.872,309

3.032,2

2.444,75

1.440,99

2.762,28
	4.444,2

7.263,456

5.732,2

4.068,86

5.415,71

4.546,05
	6.417,6

11.135,765

8.755,4

6.513,60

6.856,70

7.308,33
	13,91

35,24

28,46

21,16

22,07

23,06


Sumber : BPS. Jawa Tengah Dalam Angka. Berbagai Edisi, diolah.

Ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah pemenuhan kebutuhan minimal 2100 kalori untuk setiap orang. Ukuran BPS ini cukup realistis karena memperhitungkan kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, dan untuk kebutuhan bukan makanan biasanya disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat yang selalu berubah karena perkembangan jaman dan perkembangan pendapatan masyarakat.

b. Keadaan PMA dan PMDN di JawaTengah

Perkembangan PMA dan PMDN di Jawa Tengah tidak dapat terlepas dari perkembangan strategi industrialisasi yang diterapkan. Pada masa perkembangan industri dalam negeri melalui strategi subsitusi impor misalnya, dapat diamati bahwa industri dalam negeri sangat dimanjakan dengan berbagai proteksi dari pemerintah. Adapun setelah diterapkan strategi  promosi ekspor, kecenderungan adanya peningkatan investasi asing maupun domestik, tampaknya tidak lagi dikarenakan adanya proteksi dan kuota impor. Hal ini dikarenakan setelah fase tersebut terlihat bahwa perdagangan internasional cenderung menuju sistem perdagangan bebas. 

Peningkatan PMA dan PMDN di Jawa Tengah seiring dengan perbaikan pelayanan yang tertuang dalam berbagai kebijakan deregulasi investasi. Peningkatan paling nyata terjadi sejak 1984 melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1984 dan Surat Keputusan Ketua BKPM No. 10 Tahun 1985, serta untuk pelaksanaan operasional di tingkat daerah dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 dan 21 Tahun 1986 saat deregulasi diluncurkan pertama kali. Kejutan terbesar dimulai tahun 1993, ketika deregulasi mulai menyentuh banyak sektor  termasuk pemilikan saham 100 persen oleh PMA. Realisasi PMA mengalami peningkatan luar biasa pada tahun 1996 dimana masing-masing mencapai 1.503.404,48 ribu US Dollar atau tumbuh 196,59 persen dan realisasi  Sedangkan realisasi PMDN harga berlaku mencapai angka tertinggi pada saat menjelang krisis ekonomi yaitu pada tahun 1997 sebesar 1.953.196,71 juta rupiah.

Tabel 4.5. Nilai Investasi PMDN Harga Berlaku dan PMA di Jawa Tengah Tahun 1990-2002.

	Tahun


	PMDN HB

(Juta Rp.)


	P (%)


	PMA

(ribu US$)


	R (%)



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
	1.092.976,06

1.172.728,72

1.246.506,86

1.379.578,89

1.442.162,24

1.447.667,99

1.123.517,93

1.953.196,71

940.943,54

300.574,44

666.078,00

756.172,00

777.116,97
	-

7,30

6,29

10,68

4,54

0,38

-22,39

73,85

-51,83

-68,06

121,60

13,53

2,77
	570.280,69

661.935,59

670.482,79

696.748,64

716.264,03

506.894,19

1.503.404,48

432.325,55

265.809,84

159.658,44

163.599,00

66.847,00

73.435,00
	-

16,07

1,29

3,92

2,80

-29,23

196,59

-71,24

-38,52

-39,94

2,47

-59,14

9,86

	Total
	14.299.220
	98,66
	6.487.685
	-5,07


Keterangan : P adalah Pertumbuhan PMDN Harga Berlaku

    R adalah Pertumbuhan PMA

Sumber : BPS. Jawa Tengah Dalam Angka. Berbagai Edisi, diolah.

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia, kegiatan investasi dari tahun ke tahun semakin memburuk. Semakin memburuknya kegiatan investasi tidak terlepas dari masih tingginya resiko investasi yang memperburuk daya saing perekonomian seperti masalah perburuhan, implementasi otonomi daerah yang terkait dengan investasi, ketidakpastian hukum serta kondisi keamanan yang diperburuk oleh berbagai teror bom di tanah air.

Secara umum indikasi memburuknya kegiatan investasi dapat dilihat dari menurunnya jumlah persetujuan dan realisasi investasi asing maupun domestik. Nilai persetujuan PMDN Harga Berlaku tahun 2001 merosot 52 persen, yaitu dari Rp 3.211.218,97 juta (27 proyek) di tahun 2002 menjadi Rp 1.541.259,69 juta (14 proyek). Sementara nilai realisasi PMDN Harga Berlaku tahun 2002 sebesar Rp 777.116,97 juta (35 proyek) atau hanya 50,42 persen dari total nilai persetujuannya. Perkembangan serupa juga terjadi pada nilai persetujuan PMA tahun 2002 yang menurun 5,09 persen yakni dari 96.681,99 ribu US dollar (57 proyek) di tahun 2001 menjadi 91.765,00 ribu US dollar (44 proyek). Sementara nilai realisasi PMA tahun 2002 sebesar 73.435,00 ribu US dollar (56 proyek) atau hanya 80,03 persen dari total persetujuannya. Gambaran selengkapnya dapat di lihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Nilai Investasi PMDN Harga Berlaku dan PMA yang mendapat Surat Persetujuan Tetap (SPT) di Jawa Tengah Tahun 1995-2002.

	Tahun


	PMDN (juta Rp)
	PMA (ribu US$)

	
	Nilai


	Proyek


	Nilai


	Proyek

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
	4.667.753,52

4.491.383,04

7.406.630,81

2.482.396,43

1.038.689,12

2.451.203,42

3.211.218,97

1.541.259,69
	37

66

58

20

26

34

27

14
	717.599,62

3.399.499,05

2.221.526,90

3.072.199,26

127.915,63

72.072,43

96.681,99

91.765,00
	23

26

18

45

72

56

57

44


Sumber : BPS. Jawa Tengah Dalam Angka. 2002, 2003.

Tabel 4.7. Nilai Realisasi Investasi PMDN Harga Berlaku dan PMA di Jawa Tengah Tahun 1995-2002.

	Tahun


	PMDN (Juta Rp)
	PMA (ribu US$)

	
	Nilai


	Proyek


	Nilai


	Proyek



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
	1.447.667,99

1.123.317,93

1.953.196,71

940.943,54

300.574,44

666.078,00

756.172,00

777.116,97
	114

75

37

33

23

13

21

35
	506.890,19

1.503.404,48

432.325,55

265.809,84

159.658,44

163.599,00

66.847,00

73.435,00
	17

21

21

10

22

17

43

56


Sumber : BPS. Jawa Tengah Dalam Angka.2002,2003.

c. Laju Inflasi di Jawa Tengah

Laju Inflasi Jawa Tengah dalam triwulan I-2003 (q.o.q) tercatat sebesar 0,57%, lebih rendah baik dibanding triwulan IV-2002 maupun triwulan I-2002 sebesar 4,36% dan 5,23%. Begitu pula bila dibandingkan dengan inflasi nasional yang dalam triwulan I-2003 tercatat sebesar 0,77%. Secara tahunan, laju inflasi Jawa Tengah posisi Maret 2003 (y.o.y) tercatat sebesar 8,71%, lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2002 sebesar 11,52% maupun posisi Maret 2003 sebesar 7,12%, laju inflasi Jawa Tengah tersebut sedikit lebih tinggi.

Sementara itu inflasi empat kota yang dipakai sebagai dasar mengjitung inflasi Jawa Tengah dalam triwulan I-2003, tertinggi di Semarang sebesar 1,02%, diikuti Purwokerto sebesar 0,50%, Tegal sebesar 0,05% sedangkan Surakarta mengalami deflasi sebesar 0,17%. Laju inflasi keempat kota tersebut relatif lebih rendah baik dibandingkan dengan triwulan IV-2002 yang tercatat masing-masing sebesar 4,50%; 3,61%; 5,08%; 4,08% maupun dibandingkan triwulan I-2002 sebesar 4,23%; 2,44%; 3,16% dan 1,30%.

Inflasi tertinggi secara tahunan posisi Maret 2003 (y.o.y) terjadi di Semarang sebesar 10,07%, diikuti oleh Tegal sebesar 7,92%, Surakarta sebesar 7,07% dan Purwokerto sebesar 6,70%. Kondisi tersebut lebih rendah dibanding posisi Desember 2002 yang berturut-turut sebesar 13,56%; 11,27%; 8,62% dan 8,77%. Demikian juga bila dibandingkan dengan posisi Maret 2002 masing-masing sebesar 16,10%; 12,13%; 14,09% dan 13,13%.

Menurunnya laju inflasi dalam triwulan I-2003 terutama telah kembali normalnya permintaan masyarakat pasca hari raya dan tahun baru 2002, serta belum terealisasinya proyek-proyek pemerintah dari dana APBN/APBD TA. 2003. Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan TDL, harga BBM dan telepon yang direncanakan dilaksanakan bersamaan pada bulan Januari 2003 lalu, direvisi sehingga kenaikan TDL ditunda sampai triwulan mendatang. Sejalan dengan kondisi tersebut, dari sisi moneter terlihat bahwa proxy uang kartal Jawa Tengah juga cenderung menurun seiring dengan kembali normalnya permintaan di masyarakat pasca hari raya dan tahun baru 2002.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, laju inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi pada kelompok perumahan sebesar 4,83%, terutama terjadi pada sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air yaitu sebesar 8,44%. Hal ini terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan TDL dan dampak kenaikan PDAM. Di samping berpengaruh terhadap inflasi kelompok perumahan, kenaikan sebagian harga BBM berdampak pula terhadap kenaikan harga kelompok transpor sebesar 2,09%. Sementara itu, kelompok bahan makanan mengalami deflasi yaitu minus 5,07%, terutama pada sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar minus 20,56%. Hal ini berkaitan dengan telah normalnya kembali tingkat harga pada kelompok bahan makanan yang sempat melonjak pada hari raya dan tahun baru 2002.

Kondisi seperti tersebut di atas juga terjadi pada triwulan I-2002, kelompok perumahan yang tertinggi laju inflasinya sebesar 7,77%, sedangkan kelompok bahan makanan deflasi sebesar minus 1,77%, dan kelompok trasnpor dan komunikasi inflasi sebesar 8,49%. Dengan demikian, terdapat kecenderungan yang sama terutama dipengaruhi faktor siklikal pasca hari raya dan tahun baru.

Sementara itu pola inflasi yang terjadi di masing-masing kota menunjukkan kecenderungan yang sama, kecuali di Surakarta. Hal ini terlihat dari kelompok perumahan yang tertinggi di kota Semarang, Purwokerto dan Tegal masing-masing 5,99%; 4,90% dan 3,64%. Namun di kota Surakarta tertinggi pada kelompok transpor dan komunikasi sebesar 2,92%. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok dan kota dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Laju Inflasi Menurut Kelompok dan Kota   (%)

	KELOMPOK
	SEMARANG
	SURAKARTA
	PURWOKERTO
	TEGAL

	
	Tw

I-02
	Tw

IV-02
	Tw

I-03
	Tw

I-02
	Tw

IV-02
	Tw

I-03
	Tw

I-02
	Tw

IV-02
	Tw

I-03
	Tw

I-02
	Tw

IV-02
	Tw

I-03

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	Bahan Makanan
	-1.26
	7.80
	-4.58
	-4.38
	10.82
	-5.64
	-1.10
	9.67
	-5.08
	0.63
	12.72
	-6.34

	MknJadi, Minuman, Rokok & Tembakau
	2.96
	4.54
	2.73
	3.03
	2.56
	2.86
	2.79
	4.46
	1.37
	2.26
	3.79
	2.41

	Perumahan
	9.64
	4.62
	5.99
	4.69
	1.80
	2.81
	5.67
	1.15
	4.90
	8.86
	1.63
	3.64

	Sandang
	0.46
	2.91
	0.50
	0.92
	1.02
	0.90
	1.96
	1.23
	0.81
	1.80
	1.12
	0.89

	Kesehatan
	1.72
	0.03
	0.75
	0.69
	0.11
	0.56
	0.14
	0.54
	0.56
	0.83
	0.04
	3.16

	Pddk, Rekreasi & OR
	6.34
	0.39
	-0.18
	2.29
	0.05
	-0.43
	-0.02
	-0.31
	-0.64
	1.89
	1.92
	0.46

	Transp & Kom.
	9.84
	2.62
	0.63
	8.64
	0.96
	2.92
	6.51
	1.78
	1.49
	4.82
	1.62
	4.10

	UMUM
	4.23
	4.50
	1.02
	1.30
	4.08
	-0.17
	2.44
	3.61
	0.50
	3.16
	5.08
	0.05


Sumber : BPS, diolah

B. Hasil Analisis Kuantitatif

1. Deskripsi Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Laju Inflasi. Data yang di analisis dalam penelitian ini menggunakan data tahunan dari tahun 1990 sampai tahun 2004. Sebagai bahan estimasi digunakan variabel dependen Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah, sedangkan prediktornya adalah Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA dan Laju Inflasi. 

2. Data Kuantitatif Penelitian I

Data yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.9. di bawah ini.

Tabel 4.9. Data Kuantitatif Penelitian I

	Tahun


	PMA

(Ribu US$)


	PMDN

(Juta Rp)


	Laju Inflasi

(%)

(INFLS)


	Pertumbuhan Ekonomi

(PDRB)

(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
	570.280,69

661.935,59

670.482,79

696.748,64

716.264,03

506.894,19

1.503.404,48

432.325,55

265.809,84

159.658,44

163.599,00

66.847,00

73.435,00

75.614,35
	1.092.976,06

1.172.728,72

1.246.506,86

1.379.578,89

1.442.162,24

1.447.667,99

1.123.517,93

1.953.196,71

940.943,54

300.574,44

666.078,00

756.172,00

777.116,97

3.596.000,00
	9,02

9,62

11,55

9,37

7,00

8,45

4,37

9,55

67,19

1,51

8,73

13,98

13,56

4,19
	-

7.35

7.44

6.09

7.12

7.34

7.30

3.02

-11.74

3.40

4.01

3.33

3.47

4.06


3. Analisis Data Tahap I

Untuk menguji pengaruh PMA, PMDN dan Laju Inflasi terhadap Laju Pertumbuhan digunakan analisis regresi Berganda. Hasil analisis regresi Berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Estimasi Regresi Berganda

	Dependent Variable: PRTMBHN

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 12:59

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PMA
	 0.008713
	 1.44E-08
	 2.240760
	 0.1609

	PMDN
	 0.001429
	 6.59E-09
	 -3.215708
	 0.0384

	INFLS
	-0.263905
	 0.000339
	-7.785054
	 0.0000

	C
	 5.857235
	 1.456846
	 4.020665
	 0.0030

	R-squared
	 0.895734
	    Mean dependent var
	 0.040180

	Adjusted R-squared
	 0.860978
	    S.D. dependent var
	 0.050755

	S.E. of regression
	 0.018924
	    Akaike info criterion
	-4.849092

	Sum squared resid
	 0.003223
	    Schwarz criterion
	-4.675261

	Log likelihood
	 35.51910
	    F-statistic
	 25.77247

	Durbin-Watson stat
	 1.797366
	    Prob(F-statistic)
	 0.000094


Sumber : Hasil Print Out Komputer 2005

Dapat dilihat pada tabel 4.10 di atas dengan menggunakan Eviews 3.1, maka diperoleh hasil estimasi model Regresi Berganda dalam jangka pendeknya, yaitu :


PRTMBHN  =  5.857235 + 0.008713 PMA + 0.001429 PMDN - 0.263905  INFLS 







   


..……………………………………….           (4.1)

a. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka dilakukan pengujian secara statistik yang meliputi uji t, uji F dan uji R2 :

1) Uji t

Pengujian secara parsial terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11. Variabel Penentu Laju Pertumbuhan

	Variabel


	t-statistik


	t-tabel


	Prob.


	Kesimpulan



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	PMA

PMDN

INFLS


	2.240760

-3.215708

-7.785054


	2.228

2.228

2.228


	0.0169

0.0384

0.0000


	 Signifikan pada α = 5%

 Signifikan pada α = 5%

Signifikan pada α = 5%




Sumber : Hasil Print Out Komputer 2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel Laju Inflasi (INFLS) dan PMDN lebih kecil dari –2.228 (nilai t-tabel) masing-masing –7.785054 dan –3.215708 yang berarti menolak hipotesis nol. Dengan demikian variabel Laju Inflasi (INFLS) dan PMDN secara individual berpengaruh secara sigifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat signifikansi 5%. 

Sedangkan untuk variabel PMA nilai t-hitungnya lebih  dari 2.28 (nilai t-tabel) yang artinya menolak hipotesis nol. Dengan demikian variabel PMA berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat signifikansi 5%.

2) Uji F

Uji F adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000094 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik semua variabel, yaitu PMA, PMDN dan Laju Inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat signifikansi 5%.

3) Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R squared (koefisien determinasi) yang dihasilkan dari perhitungan komputer adalah sebesar 0.895734 berarti sebesar 89,57 persen variasi variable Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel PMA, PMDN dan Laju Inflasi sedangkan sisanya 0,1043 atau 10,43 persen dijelaskan variasi variabel di luar model. 

b. Uji Asumsi Klasik

1) Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu hubungan linear atau korelasi secara sempurna maupun tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam model, salah satunya dilakukan dengan metode Klein yang disarankan oleh Farrar dan Glauber yakni dengan membandingkan nilai r2 regresi variabel independen satu terhadap variabel independen lainnya dengan R2 regresi Berganda.

Tabel 4.12. Uji Multikolinearitas Kleins

	Variabel
	r2
	R2
	Kesimpulan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	PMA-PMDN

PMA-INFLS

PMDN-INFLS
	0.070701

0.036776

0.012735
	0.895734

0.895734

0.895734
	Non-Multikolinearitas

Non-Multikolinearitas

Non-Multikolinearitas


Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2005: lampiran.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa R2 regresi Berganda lebih besar dari r2  variabel independennya, berarti dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

2) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih tidak bias dan masih konsisten).

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan berdasar uji Park : 

a) Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residualnya.

b) Nilai residualnya tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel independen. 
Jika hasil regresi tidak signifikan pada α = 5%, makia tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika hasil regresi signifikan pada  α = 5%, maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.13. Uji Heteroskedastisitas Park.

	Variabel


	t-statistik


	Prob.


	Hasil uji t



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	PMA

PMDN

INFLS


	0,572267

-0,347481

-0,040882


	0,5812

0,7362

0,3590


	Tidak signifikan pada α = 5%

Tidak signifikan pada α = 5%

Tidak signifikan pada α = 5%




Sumber : Print Out Komputer 2005.

Dari tabel 4.13. dapat dilihat bahwa semua variabel yaitu PMA, PMDN dan INFLS tidak signifikan pada  α = 5% yang berarti dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data time seriis) atau yang tersusun dalam rabgkaian ruang. Apabila dalam persamaan regresi terdapat autokorelasi maka penaksir OLS masih tetap tidak bias dan masih konsisten, namun tidak efisien. Untuk menguji terjadinya autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin-Watson).

d < dl
= menolak Ho

d > -dl
= menolak Ho

du < d < 4 – du
= menerima Ho

dl ≤ d ≤ du atau 4-du ≤ d ≤ 4-dl
= tidak meyakinkan

Dengan melihat hasil estimasi yaitu :

dl
= 0.78

du
= 1.75

4 – du
= 2.25

4 – dl
= 3.22

Hipotesisnya, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif, karena nilai d-nya = 1.7973662 maka berada di daerah Tidak Ada Autokorelasi. 

4.    Data Kuantitatif Penelitian II

Tabel 4.14. Data Kuantitatif Penelitian II

	Tahun
	Pertumbuhan Ekonomi

(%)
	Tingkat Kemiskinan

(Ribu Jiwa)
	KMSKN (-1)

(Ribu Jiwa)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1990
	NA
	4915.382
	0.000000

	1991
	7.3513
	4817.631
	4915.382

	1992
	7.4402
	4572.420
	4817.631

	1993
	6.0967
	4618.743
	4572.420

	1994
	7.1216
	5322.510
	4618.743

	1995
	7.3429
	5517.600
	5322.510

	1996
	7.3006
	6417.600
	5517.600

	1997
	3.0281
	7724.890
	6417.600

	1998
	-11.7426
	11135.76
	7724.890

	1999
	3.4077
	8755.400
	11135.76

	2000
	4.0121
	6513.600
	8755.400

	2001
	3.3304
	6856.700
	6513.600

	2002
	3.4760
	7308.330
	6856.700

	2003
	4.0694
	6980.000
	7308.330


5. Analisis Data Tahap II

Untuk menguji pengaruh Laju Pertumbuhan terhadap Tingkat Kemiskinan digunakan analisis OLS PAM Semi Ln. Hasil analisis OLS PAM Semi Ln adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15. Regresi OLS PAM Semi Ln

	Dependent Variable: LnKMSKN

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 13:13

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PRTMBHN
	-0.031669
	 0.703719
	-4.500192
	 0.0011

	KMSKN (-1)
	 0.857005
	 0.001875
	 3.474817
	 0.0060

	C
	 8.475759
	 0.139563
	 60.73057
	 0.0000

	R-squared
	 0.849249
	    Mean dependent var
	 8.770589

	Adjusted R-squared
	 0.819098
	    S.D. dependent var
	 0.262383

	S.E. of regression
	 0.111598
	    Akaike info criterion
	-1.348650

	Sum squared resid
	 0.124541
	    Schwarz criterion
	-1.218277

	Log likelihood
	 11.76623
	    F-statistic
	 28.16718

	Durbin-Watson stat
	 1.096548
	    Prob(F-statistic)
	 0.000078


Sumber : Print Out Komputer 2005.

Dapat dilihat pada tabel 4.14 di atas dengan menggunakan Eviews 3.1, maka diperoleh hasil estimasi model PAM-Semi Ln dalam jangka pendeknya, yaitu :


LnKMSKNt = 8.475759 – 0.031669 PRTMBHNt + 0.857005 KMSKNt-1 







   ………………………………………………….           (4.2)

Dengan model PAM-Semi Ln dalam jangka pendek diperoleh nilai koefisien penyesuaian, yaitu б = 1 - 0.857005 = 0.142994, berarti bahwa sekitar 14,29 persen dari perbedaan antara tingkat kemiskinan yang sebenarnya dengan tingkat kemiskinan yang diinginkan tercapai dalam satu periode. Dengan nilai koefisien ini, dapat diketahui besarnya koefisien jangka panjang, yaitu dengan membagi masing-masing koefisien jangka pendek dengan nilai 0.142994. Koefisien jangka panjang untuk konstanta dan masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16. Koefisien Jangka Panjang

	Variabel


	Koef. Jk. Pendek


	Koef. Penyesuaian


	Koef. Jk. Panjang



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Konstanta

PRTMBHN
	8.475759
-0.031669
	0.142994

0.142994
	59.273528

-0.22147


Sumber : Hasil Print Out Komputer 2005

Berdasarkan tabel di atas, hasil estimasi model PAM-Semi Ln jangka panjangnya adalah sebagai berikut :

LnKMSKNt = 59.273528 - 0.22147  PRTMBHNt      ….………..     (4.3)

a. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka dilakukan pengujian secara statistik yang meliputi uji t dan uji R2 :

1) Uji t

Pengujian secara parsial terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.17. Variabel Penentu Tingkat Kemiskinan

	Variabel


	t-statistik


	t-tabel


	Prob.


	Kesimpulan



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	PRTMBHN

KMSKN (-1)
	-4.500192

3.474817
	3.183

3.183
	0.0011
0.0060
	Signifikan α =5%

Signifikan α =5%


Sumber : Hasil Print Out Komputer 2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi dan lags Kemiskinan lebih dari 3.183 atau kurang dari –1.183 (t-tabel) yang berarti menolak hipotesis nol. Dengan demikian variabel Pertumbuhan Ekonomi secara individual berpengaruh secara sigifikan terhadap tingkat kemiskinan (KMSKN) pada tingkat signifikansi 5%. 

2) Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R squared (koefisien determinasi) yang dihasilkan dari perhitungan komputer adalah sebesar 0.849249 berarti sebesar 84,92 persen variasi variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi variabel Pertumbuhan Ekonomi sedangkan sisanya 0,150751 atau 15,07 persen dijelaskan variasi variabel di luar model. 

b. Uji Asumsi Klasik

1) Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu hubungan linear atau korelasi secara sempurna maupun tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam model, salah satunya dilakukan dengan metode Klein yang disarankan oleh Farrar dan Glauber yakni dengan membandingkan nilai r2 regresi variabel independen satu terhadap variabel independen lainnya dengan R2 regresi PAM-Semi Ln.

Tabel 4.18. Uji Multikolinearitas Kleins

	Variabel
	r2
	R2
	Kesimpulan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	PRTMBHN–KMSKN(-1)
	0.186454
	0.849249
	Non-Multikolinearitas


Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2005: lampiran.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa R2 regresi PAM-Semi Ln lebih besar dari r2  variabel independennya, berarti dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

2) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih tidak bias dan masih konsisten).

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan berdasar uji Park : 

a) Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residualnya.

b) Nilai residualnya tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel independen. 
Jika hasil regresi tidak signifikan pada α = 5%, makia tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika hasil regresi signifikan pada  α = 5%, maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.19. Uji Heteroskedastisitas Park.

	Variabel
	t-statistik
	Prob.
	Hasil Uji t

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	PRTMBHN

KMSKN(-1)
	0.593440

-0.520971
	0.5661

0.6137
	Tidak Signifikan α = 5%
Tidak Signifikan α = 5%


Sumber : Print Out Komputer 2005.

Dari tabel 4.18. dapat dilihat bahwa semua variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan KMSKN(-1) tidak signifikan pada  α = 5% yang berarti dalam model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data time seriis) atau yang tersusun dalam rabgkaian ruang. Apabila dalam persamaan regresi terdapat autokorelasi maka penaksir OLS masih tetap tidak bias dan masih konsisten, namun tidak efisien. Untuk menguji terjadinya autokorelasi dalam hal ini berbeda dengan regresi biasa, alat analisis model dinamis seperti PAM dan ECM uji Durbin-Watson tidak dapat digunakan untuk menguji atau mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, karena DW statistik secara asimtotik akan bias mendekati 2 (Sritua Arief, 1993: 15). Model PAM merupakan bentuk autoregresive model sehingga untuk menguji terjadinya autokorelasi menggunakan rumus DW sebagai berikut :

h = (1-1/2d) 
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h = 0,1806904

Dengan nilai hitung h = 0,1806904 maka h hitung di antara nilai kritis (-1,96 ≤ h  ≤ 1,96), maka tidak terjadi korelasi serial dalam data.

6. Interpretasi Ekonomi

Karena asumsi klasik telah terpenuhi dalam estimasi model PAM-Semi Ln dan Regresi Berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penaksir OLS yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi PAM-Semi Ln dan Regresi Berganda tersebut mempunyai sifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Hasil pengujian statistik juga menyimpulkan bahwa estimasi PAM-Semi Ln dan Regresi Berganda tersebut menghasilkan taksiran-taksiran yang berarti secara statistik. Selanjutnya akan dilakukan interpretasi terhadap koefisien regresi dari variabel-variabel independen dan dependen dalam model Regresi Berganda dan PAM-Semi Ln ini baik untuk penaksir jangka pendek maupun jangka panjang.

a. Interpretasi data dari hasil Regresi Berganda untuk masing-masing koefisien regresi, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.20. Koefisien Regresi

	No.
	Variabel
	Koefisien
	Prob.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1

2

3

4
	Konstanta

PMA

PMDN

INFLS
	0.058572
0.008713

0.001429

-0.002639
	0.0030
0.1609

0.0384

0.0000


Sumber : Print Out Komputer, 2005.

1) Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

PMA mempunyai hubungan yang positif dengan Pertumbuhan Ekonomi pada koefisien elastisitas sebesar 0.008713, artinya jika Penanaman  Modal Asing (PMA) naik 1000 US Dollar, maka akan menyebabkan kenaikan atau penambahan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah sebesar 0.008713 persen, dengan menganggap variabel-variabel lainnya tetap. Taraf signifikansi PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah sebesar 0.0169 sehingga dapat dikatakan interpretasi variabel ini meyakinkan pada  α = 5%. Signifikannya PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah menunjukkan bahwa PMA sangat diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah. Penanaman Modal Asing masuk ke Indonesia akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Karena  dengan adanya pembukaan proyek-proyek baru (pabrik-pabrik) akan  menyedot banyak tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel PMDN  terbukti mempunyai pengaruh nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada α = 5%. Koefisien elastisitas PMDN sebesar 0.001429, mempunyai pengaruh positif, yang artinya apabila PMDN naik sebesar 1000 US Dollar, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar  0.001429 persen (inelastis). Penanaman Modal Dalam Negeri akan memacu Pertumbuhan Ekonomi yang positif karena dengan adanya PMDN maka akan menambah  tingkat pendapatan masyarakat (PDRB).

3) Pengaruh Laju Inflasi (INFLS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

Hasil uji signifikansi dengan Regresi Berganda  diperoleh bahwa variabel laju inflasi (INFLS) mempunyai nilai koefisien negatif sebesar  0,263905 yang artinya, jika terjadi peningkatan laju inflasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.263905 persen (inelastis). Dengan taraf signifikansi sebesar 0,0000 maka variabel laju inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah pada taraf signifikansi sebesar α = 5%. Terjadinya inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang tidak diiringi dengan naiknya tingkat pendapatan masyarakat atau dengan kata lain inflasi akan menurunkan tingkat pendapatan riil dari masyarakat sehingga akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. 

b. Interpretasi data dari hasil regresi PAM-Semi Ln untuk masing-masing koefisien regresi, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.21. Koefisien jangka pendek dan jangka panjang

	No.


	Variabel


	Koef. Jk. Pendek


	Koef. Jk. Panjang


	Prob.



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	PRTMBHN
	-0.031669
	-0.22147
	0.0011


Sumber : Print Out Komputer, 2005.

1) Model PAM-Semi Ln

Hasil Regresi PAM-Semi Ln didapatkan nilai koefisien KMSKNt-1 dalam jangka pendek sebesar 6.50E-05 dengan probabilitas sebesar 0,0060 yang berarti signifikan pada taraf 5%. Nilai koefisien variabel KMSKNt-1 yang positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa model PAM-Semi Ln valid atau sahih untuk digunakan dalam penelitian ini.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan (KMSKN) pada koefisien elastisitas sebesar -0.031669, artinya jika Pertumbuhan Ekonomi naik 1 persen, maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan  Jawa Tengah sebesar 0.031669%, dengan menganggap variabel-variabel lainnya tetap. Sedangkan untuk jangka panjang Pertumbuhan Ekonomi juga berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan Jawa Tengah, nilai koefisien Pertumbuhan sebesar -0.22147 yang artinya jika Pertumbuhan Ekonomi naik 1 persen, maka dalam jangka panjang akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.22147%. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi bersifat inelastis terhadap tingkat kemiskinan,artinya 1 persen perubahan Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi akan merubah persentase tingkat kemiskinan  Jawa Tengah kurang dari 1 persen. Taraf signifikansi Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 0.0011 sehingga dapat dikatakan interpretasi variabel ini meyakinkan pada  α = 5%. Signifikannya Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sangat diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat kemiskinan Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan empiris hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis akan mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh tidak langsung Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Laju Inflasi (INFLS) terhadap Tingkat Kemiskinan (KMSKN) Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Uji secara individual (t-test) pada variabel independen yaitu Laju Inflasi (INFLS), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Propinsi Jawa Tengah. Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara tidak langsung variabel PMA, PMDN dan Laju Inflasi berpengaruh secara nyata/signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah.

2. Uji secara keseluruhan (Uji F) menunjukkan semua variabel independen yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Laju Inflasi (INFLS) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

3. Pada Uji Ekonomi

a. Hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh negatif yang bersifat secara tidak langsung antara Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah dalam jangka pendek dan jangka panjang terbukti kebenarannya dan signifikan. Hasil ini dapat terlihat pada koefisien regresi Partial Adjusment Model dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) akan berdampak pada pembukaan kesempatan kerja yang baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Proyek-proyek baru PMA tersebut akan menambah/menaikkan tingkat pendapatan masyarakat (indikator pertumbuhan ekonomi) dan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan. 

b. Hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh negatif  yang bersifat tidak langsung antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah dalam jangka pendek dan jangka panjang terbukti kebenarannya dan signifikan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan berdampak pada pembukaan kesempatan kerja yang baru di dalam negeri dan menyerap banyak tenaga kerja. Proyek-proyek baru PMDN tersebut akan menambah/menaikkan tingkat pendapatan masyarakat (indikator pertumbuhan ekonomi) dan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan. 

c. Hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh positif yang bersifat tidak langsung antara Laju Inflasi (INFLS) terhadap Tingkat Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah terbukti kebenarannya dan signifikan. Dengan adanya inflasi atau naiknya prosentase inflasi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat karena pendapatan riil masyarakat turun. Pendapatan yang turun akan menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melihat begitu besarnya pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam hal penurunan Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah maka sudah sepantasnya Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan nilai investasi PMDN. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah (i) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek investasi dalam negeri (PMDN). Penyederhanaan birokrasi / proses pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan koordinasi kebijakan investasi di tingkat pemerintah daerah, stabilitas ekonomi yang mantap, penegakan supremasi hukum, penambahan dan perawatan infrastruktur dan faktor keamanan yang kondusif ; merupakan faktor penting yang menjamin para investor dalam negeri menanamkan modalnya terutama pada daerahnya sendiri. (ii) Dalam upaya menarik investor untuk menginvestasikan modalnya ke Propinsi Jawa Tengah, sistem informasi mengenai potensi daerah-daerah tingkat II di Propinsi Jawa Tengah harus lebih ditingkatkan lagi mengingat di era otonomi daerah pembangunan lebih difokuskan di tingkat Kabupaten /Kota. Adanya sistem informasi yang lengkap, mudah diakses dan relatif canggih tentang potensi daerah di Propinsi Jawa Tengah akan membuka peluang investasi yang lebih besar. 

2. Melihat begitu besar peranan atau pengaruh dari Laju Inflasi terhadap kenaikan Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan usaha-usaha atau langkah-langkah yang tepat untuk menghambat laju inflasi agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah yang pada akhirnya berdampak pada penurunan Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah. Stabilitas permintaan dan penawaran jumlah barang (terutama sembilan bahan pokok) di Propinsi Jawa Tengah tetap dijaga untuk menghindari permintaan masyarakat yang melebihi dari barang yang diproduksi dan yang tersedia di pasar. Perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara psikologis berdampak inflatoar akan lebih baik jangan dilakukan. Langkah yang lain adalah dengan mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, seperti (i) Pengendalian jumlah uang yang beredar (ii) Pengendalian Nilai Tukar Rupiah dengan jalan mengurangi impor bahan baku dan produk dari luar negeri sehingga harga barang dan produk tersebut di dalam negeri tidak mengalami kenaikan (iii) Pengendalian suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang tentunya hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia secara independen.

3. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) hendaknya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah lebih selektif dalam pemberian akses investasinya. Proyek-proyek asing padat modal dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak menguasai pasar investasi Propinsi Jawa Tengah. Sebaliknya proyek investasi asing lebih didorong pada proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja yang relatif lebih banyak sehingga akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah.         
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LAMPIRAN

Data Penelitian Tahap I

	Obs


	PRTMBHN

(%)
	PMA

(Ribu US $)
	PMDN

(Juta Rupiah)
	INFLS

(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
	    -   

 7.3513

 7.4402

 6.0967

 7.1216

 7.3429

 7.3006

 3.0281

-11.7426

 3.4077

 4.0121

 3.3304

 3.4760

 4.0694
	 570280.7

 661935.6

 670482.8

 696748.6

 716264.0

 506894.2

 1503404.

 432325.5

 265809.8

 159658.4

 163599.0

 66847.00

 73435.00

 75614.35
	 1092976.

 1172729.

 1246507.

 1379579.

 1442162.

 1447668.

 123517.9

 1953197.

 940943.5

 300574.4

 666078.0

 756172.0

 777117.0

 3596000.
	 9.02

 9.62

 11.55

 9.37

 7.00

 8.45

 4.37

 9.55

 67.19

 1.51

 8.73

 13.98

 13.56

 4.19


Regresi Berganda PRTMBHN

	Dependent Variable: PRTMBHN

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 12:59

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PMA
	 0.008713
	 1.44E-08
	 2.240760
	 0.0169

	PMDN
	 0.001429
	 6.59E-09
	 -3.215708
	 0.0384

	INFLS
	-0.263905
	 0.000339
	-7.785054
	 0.0000

	C
	 0.058572
	 0.014568
	 4.020665
	 0.0030

	R-squared
	 0.895734
	    Mean dependent var
	 0.040180

	Adjusted R-squared
	 0.860978
	    S.D. dependent var
	 0.050755

	S.E. of regression
	 0.018924
	    Akaike info criterion
	-4.849092

	Sum squared resid
	 0.003223
	    Schwarz criterion
	-4.675261

	Log likelihood
	 35.51910
	    F-statistic
	 25.77247

	Durbin-Watson stat
	 1.797366
	    Prob(F-statistic)
	 0.000094


Correlation Matrix

	
	PRTMBHN
	PMA
	PMDN
	INFLS

	PRTMBHN
	 1.000000
	 0.405441
	 0.056951
	-0.916761

	PMA
	 0.405441
	 1.000000
	-0.265897
	-0.191770

	PMDN
	 0.056951
	-0.265897
	 1.000000
	-0.112850

	INFLS
	-0.916761
	-0.191770
	-0.112850
	 1.000000


Regresi Berganda Residu

	Dependent Variable: RESIDU

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 13:03

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PMA
	 1.03E-10
	 1.80E-10
	 0.572267
	 0.5812

	PMDN
	-2.86E-11
	 8.22E-11
	-0.347481
	 0.7362

	INFLS
	-0.040882
	 0.042294
	-0.966614
	 0.3590

	C
	 0.000288
	 0.000182
	 1.586996
	 0.1470

	R-squared
	 0.164851
	    Mean dependent var
	 0.000248

	Adjusted R-squared
	-0.113531
	    S.D. dependent var
	 0.000224

	S.E. of regression
	 0.000236
	    Akaike info criterion
	-13.61689

	Sum squared resid
	 5.02E-07
	    Schwarz criterion
	-13.44306

	Log likelihood
	 92.50981
	    F-statistic
	 0.592175

	Durbin-Watson stat
	 2.159005
	    Prob(F-statistic)
	 0.635580


Data Penelitian Tahap II

	obs
	PERTUMBUHAN

(%)
	KMSKN

(Ribu Jiwa)
	KMSKN (-1)

(Ribu Jiwa)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
	    NA   

 7.3513

 7.4402

 6.0967

 7.1216

 7.3429

 7.3006

 3.0281

-11.7426

 3.4077

 4.0121

 3.3304

 3.4760

 4.0694
	 4915.382

 4817.631

 4572.420

 4618.743

 5322.510

 5517.600

 6417.600

 7724.890

 11135.76

 8755.400

 6513.600

 6856.700

 7308.330

 6980.000
	 0.000000

 4915.382

 4817.631

 4572.420

 4618.743

 5322.510

 5517.600

 6417.600

 7724.890

 11135.76

 8755.400

 6513.600

 6856.700

 7308.330


Data Penelitian II Dalam Bentuk Semi Ln

	obs
	LNKMSKN
	PERTUMBUHAN
	KMSKN (-1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
	 8.500125

 8.480038

 8.427798

 8.437878

 8.579700

 8.615698

 8.766799

 8.952203

 9.317917

 9.077426

 8.781648

 8.832982

 8.896770

 8.850804
	    NA   

 7.3513

 7.4402

 6.0967

 7.1216

 7.3429

 7.3006

 3.0281

-11.7426

 3.4077

 4.0121

 3.3304

 3.4760

 4.0694
	 0.000000

 4915.382

 4817.631

 4572.420

 4618.743

 5322.510

 5517.600

 6417.600

 7724.890

 11135.76

 8755.400

 6513.600

 6856.700

 7308.330


Regresi PAM Semi Ln KMSKN

	Dependent Variable: LNKMSKN

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 13:13

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PRTMBHN
	-0.031669
	 0.703719
	-4.500192
	 0.0011

	KMSKN(-1)
	 6.50E-05
	 0.001875
	 3.474817
	 0.0060

	C
	 8.475759
	 0.139563
	 60.73057
	 0.0000

	R-squared
	 0.849249
	    Mean dependent var
	 8.770589

	Adjusted R-squared
	 0.819098
	    S.D. dependent var
	 0.262383

	S.E. of regression
	 0.111598
	    Akaike info criterion
	-1.348650

	Sum squared resid
	 0.124541
	    Schwarz criterion
	-1.218277

	Log likelihood
	 11.76623
	    F-statistic
	 28.16718

	Durbin-Watson stat
	 1.096548
	    Prob(F-statistic)
	 0.000078


Correlation Matrix 

	
	LNKMSKN
	PERTUMBUHAN
	KMSKN (-1)

	LNKMSKN
	 1.000000
	-0.816839
	 0.737530

	PERTUMBUHAN
	-0.816839
	 1.000000
	-0.431803

	KMSKN (-1)
	 0.737530
	-0.431803
	 1.000000


Regresi PAM Semi Ln Residu

	Dependent Variable: RESIDU

	Method: Least Squares

	Date: 09/13/05   Time: 13:19

	Sample(adjusted): 1991 2003

	Included observations: 13 after adjusting endpoints

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	PRTMBHN
	 0.000390
	 0.065785
	 0.593440
	 0.5661

	KMSKN(-1)
	-9.10E-07
	 1.75E-06
	-0.520971
	 0.6137

	C
	 0.013927
	 0.013047
	 1.067488
	 0.3108

	R-squared
	 0.098668
	    Mean dependent var
	 0.009580

	Adjusted R-squared
	-0.081599
	    S.D. dependent var
	 0.010031

	S.E. of regression
	 0.010432
	    Akaike info criterion
	-6.088631

	Sum squared resid
	 0.001088
	    Schwarz criterion
	-5.958258

	Log likelihood
	 42.57610
	    F-statistic
	 0.547344

	Durbin-Watson stat
	 1.955213
	    Prob(F-statistic)
	 0.594873
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